IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NO. 7 TAHUN 2020
(Studi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang
Bawang Barat)
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Lanlts

Oleh

Sepri
NPM: 1831049240
Jurusan: Pemikiran Politik Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M



IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NO. 7 TAHUN 2020
(Studi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang
Bawang Barat)
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

WY

Ie

Sepri
NPM: 1831049240

Jurusan: Pemikiran Politik Islam

Pembimbing Akademik I: Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si,
Pembimbing Akadmik I1: Gesit Yudha, M.I.P.

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M



BAB |

LANDASAN TEORI

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan
dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna,
dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Penegasan tersebut di
harapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul terhadap beberapa
istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain
itu, langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di
bahas.

Adapun skripsi yang berjudul “Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020
(Studi Kasus di Tiyuh Panaragan Kecamatan, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat)”. Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud
judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang
terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah
pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang
dikehendaki penulis.

Implementasi berasal dari s bahasaimlnggrisgfyaitu _to, implement yang berarti
mengimplementasikan. Iniglementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang
menimbulkan dampak at at terhadap sesusatu. Menurut to dag Sulistiyastuti,
implementasi adal i untuk memwijlsi keluaran k deliver policy
output) yang dilak ra imgpl kelo (target group)
sebagai upaya untuk m ijakan.!

Peraturan Menteri Desa Pem aera al dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Perubahan esa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020. Permendes Nomor 7 Tahun 2020 berisikan tentang penggunaan dana
Desa untuk kepentingan penanggulangan bencana non alam Covid-19, dalam peraturan ini
dijelaskan mengenai petunjuk teknis tata cara penyaluran bantuan dan kriteria masyarakat
yang berhak menerima bantuan BLT-DD.

Berdasarkan uraian diatas, adapun perihal yang mendasari dilakukannnya penelitian ini
ialah untuk menelaah bagaimana penyaluran BLT-DD apakah sudah sesuai dengan
Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020. Maka judul penelitian ini ialah Implementasi
Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara yang berideologikan Pancasila dan UUD sebagai dasar Negara,
seluruh elemen masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD
sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945
mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

21.

! purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),
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Dalam bidang sosial khususnya, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial telah mengatur bagaimana mewujudkan kehidupan yang layak
dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, setiap Warga Negara Indonesia
yang masuk dalam kategori fakir miskin wajib mendapatkan hak kesejahteraan sebagaimana
yang telah diatur dalam UU.

Salah satu isu fundamental yang menjadi perhatian pemerintah suatu negara ialah
kemiskinan. Isu kemiskinan adalah hal mendasar yang terus menjadi Pekerjaan Rumah (PR)
setiap pemerintah. Hampir diselurun Negara berkembangan, kemiskinan merupakan
gambaran kehidupan, dan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang di hadapi negara
Indonesia. Namun, sejauh ini pemerintah belum mampu menangani atau menyelesaikan
permasalahan tersebut. Akibat situasi kemiskinan yang semakin parah di Indonesia dan
pesatnya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, upaya pemerintah
mengentaskan kemiskinan menjadi sangat serius, bahkan menjadi salah satu rencana
priotitas pemerintah daerah.?

Merespons pandemi Covid-19 pada tahun 2020, maka pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan
langsung tunai kepada penduduksmiskin,di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan
dalam Peraturan Menteri Desa, PembangunansDaerah Tertinggal, dan, Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang PriOFitas Penggunaan Dana Desa Tahun Namun dikarenakan
terdapat ketidakse ada‘Peraturan Menteri Desa, Pembang h Tertinggal,
dan Transmigrasi hun“2020 ahan“atas enteri Desa,
Pembangunan Daerah j n Transmigrasi Nomor 11 entang Prioritas

Penggunaan Dana Desa 020_itu belum an besaran bantuan
langsung tunai Desa sehingga %
Pemerintah Pengganti Undang-Undang or

jotah menerbitkan Peraturan
YOSl il shde Gt ¥y Y Azl £ Al AhE ) Sy GG Al cue
AP (IR Yses -2 ok conf J 1A - 0w~ PSR YURELY Yocof- %} mpe
[] u}cw\ Dty 1 ‘:L--}Uj“i«:‘\,)ﬁ rﬂt uﬁ./ﬂ\ ] -:Z,,,I:-uﬁ\.u ?g_)jua e (';A U:",ﬂ\ ¢ '::«-}U.'.'LA“M d:a)s
\%
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, ltulah orang yang menghardik
anak yatim. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-
orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya. Yang berbuat riya.

Dan enggan (memberi) bantuan”. (Q.S. Al-Ma’un [107]: 1-7)
Kesejahteran sosial akan tercapai apabila masing-masing individu atau masyarakat dan

memiliki kepedulian untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya, bukan merusak,
sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik. Oleh karenanya, saat pandemi Covid-19
melanda Indonesia dan menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa, seluruh elemen
masyarakat Indonesia terutama pemerintah berupaya untuk menjaga kestabilan
perekonomian masyarakat melalui berbagai program.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan subsidi sosial untuk
mewujudkan hak-hak dasar, mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat yang kurang mampu. Bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu,
keluarga, kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai kementrian/lembaga

2 Risnandar, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Berbagai Kota di Indonesia, vol. 7, No, 3, (2018): 147
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pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat,
salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang digolongkan sebagai program
untuk masyarakat kurang mampu.

Dari 1295 jiwa jumlah penduduk, yang terdaftar sebagai Program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Dana Desa berjumlah sebanyak 141 KPM.* Kelompok masyarakat miskin akan
mendapatkan surat keterangan dari desa yang berguna untuk mencairkan dana BLT-DD.
Oleh karena itu, dalam mendukung penyaluran program bantuan langsung tunai maka
dipandang perlu melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dalam pelaksanaannya
dapat berjalan sesuai dengan konsepnya. Ada banyak sekali kebijakan pemerintah dalam
program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program
bantuan beras (Raskin), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pogram
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya.

Berdasarkan karya ilmiah milik Auliyana Sari yang berjudul Implementasi Permendes
PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pelaksanaan BLT
Dana Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menghasilkan
fakta bahwa implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai di Desa Talang Duku
memang sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima
bantuan langsung tunai ini, seperti wawancara penulis dengan aparat Desa Talang Duku
mengatakan “di Desa Talang Dukua sudah,melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai,
ini ditandai dengan adanya masyarakat mendapatkan Pregram Bantuan Langsung Tunai
tersebut, dengan total 142

Dalam situasi ovid:19 tahun 2020, pemerintah m angkah cepat
untuk tetap memast Alié i gunan Daerah
Tertinggal dan TrarSigrasi erbitkan Permendes” PD Tahun 2020.

Permendes ini hadir sebagal untuk mel
Dana Desa guna dialihkan m
terdampak pandemi Covid-19.

Hal yang menjadi latarbelakang dibuatnya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 ialah

sebagai berikut:

1. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) telah berdampak
bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan
Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin
di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

ng terhadap Anggaran
unai terhadap masyarakat

8 Basyah Putra, “Catatan Data BLT-DD Tahun 20217, Wawancara, 17 Juli 2021.

¢ Auliyana Sari tentang, “Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi”, Skripsi, UIN Sultan Thaha Sifuddin, 2021. 67.
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Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan ini memungkinan setiap aparatur Desa melakukan distribusi BLT-DD
terhadap warganya. Namun dalam peraturan tersebut tidak mengatur hal teknis secara detail
tentang bagaimana kriteria masyarakat yang layak mendapatkan BLT-DD. Karena tidak ada
ketentuan pasti yang mengatur tentang kriteria masyarakat yang layak mendapatkan BLT -
DD, maka rawan terjadi multitafsir tentang kriteria masyarakat yang dapat menerima BLT-
DD. Oleh karena itu kemudian terbitlah Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 yang
berisikan aturan teknis khususnya yang mengatur tentang kriteria penerima bantuan secara
detail. Terbitnya Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan upaya nyata
pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Beberapa hal menjadi landasan pertimbangan dibuatnya Permendes PDTT Nomor 7
Tahun 2020, diantaranya:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan.Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virusy Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yangyMembahayakan Rerekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem gan menjadi Undang-Undang, pe an Dana Desa dapat
digunakan uan‘langsung tunai kepada pendudu idigBesa;

2. Bahwa Per ri Desa, P#xr'umaerah Te Transmigrasi
Nomor 11 ntang Prioritas Penggun sa Tahun 2020
sebagaimana telah Peraturan i embangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmj 0 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Desa, Pemban ertinggal, dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum
terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Pemberian BLT-DD merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari
penanggulagan bencana non alam Covid-19. BLT-DD diharapkan mampu memberikan
dampak yang baik bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga dapat
meminimalisir keterpurukan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana
yang terdapat dalam Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa
masyarakat yang berkah menerima BLT-DD ialah keluarga miskin dengan kriteria berupa
keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima
program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra
kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.’

> Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020
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Di Desa Tiyuh Panaragan, berkenaan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdapat
beberapa masalah yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Permendes PDTT, salah
satunya ialah implementasi penerima BLT yang tidak tepat sasaran. Peran SDM sebagai
pelaksana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang efektif menjadi salah satu
penyebab terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi program BLT-DD. Kurangnya
koordinasi antar pelaksana Desa maupun Kecamatan menjadi faktor utama penghambat
keberhasilan dari implementasi BLT-DD. Kasus-kasus penyelewengan bantuan sosial yang
dilakukan oleh oknum pendamping maupun peserta sebenarnya bisa dicegah dengan adanya
pemantauan intensif. Masyarakat sangat mungkin berperan sebagai pengawas dalam
impelentasi program BLT-DD.

Berdasarkan data dari pengurus BLT-Dana DesaTahun 2020 Tiyuh Panaragan, Basyah
Putra,® penyaluran BLT-DD Tahun 2020 pada periode April-Desember 2020 dilaksanakan
secara tiga tahap.

Tabel 1.1.
Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2020
Tahap Penyaluran BLT- Jumlah Jumlah Bantuan Keterangan
DD Tahun 2020 Penerima
April-Juni 281 Keluarga Rp 600.000 Bantuan diberikan
Penerima sekaligus di Bulan
Manfaat Juni
Juli-September Keluarga Rp 600.000 antuan diberikan
Penerima i@ls di Bulan
Manfaat %
Oktober-Desembe luarg 000 an diberikan
disetiap Bulan
Ma

Sumber: Pengurus penyalura anaragan

Sedangkan di Tahun 2021, jumlah penerima manfaat lebih sedikit daripada tahu
sebelumnya. Di Desa Tiyuh Panaragan sendiri terdiri dari 12 RT/Suku, dimana hampir
setiap RT/suku terdapat keluarga penerima manfaat. Namun, dari penerima BLT ini banyak
yang belum tepat sasaran dan kurang efektif. Terdapat masayarakat yang mendapatkan
bantuan atau tidak mendapatkan bantuan namun berbanding terbalik dengan kondisi
ekonomi masyarakat tersebut. Data itu dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penerima BLT Tahun 2021 Desa Tiyuh Panaragan
No RT/Suku Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1 RT/Suku 01 28
2 RT/Suku 02 6
3 RT/Suku 03 18
4 RT/Suku 04 1
5 RT/Suku 05 3
6 RT/Suku 06 4
7 RT/Suku 07 16
8 RT/Suku 08 22
9 RT/Suku 09 -

6 Basyah Putra, “Catatan Data BLT-DD Tahun 20207, Wawancara, 17 Juli 2021.
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10 RT/Suku 10 10
11 RT/Suku 11 10
12 RT/Suku 12 23

Jumlah 12 RT/Suku 141

Sumber: Pengurus penyaluran BLT-DD Tahun 2020 Tiyuh Panaragan

Namun berdasarkan keterangan Tono’, salah satu warga Tiyuh Panaragan Kec. Tulang
Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, menjelaskan bahwa terdapat 5 Keluarga yang
mengalami dampak pandemi Covid-19 serta masuk kategori miskin namun tidak
mendapatkan BLT yang berasal dari Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di sisi lain, terdapat
warga yang tidak masuk kategori menerima BLT namun tetap diberikan BLT oleh pihak
pemerintah Desa. Salah satunya ialah bapak Sahri, beliau yang sehari-hari bekerja serabutan
untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya tidak mendapatkan bantuan BLT-DD, padahal
berdasarkan kriteria penerima bantuan sebagaimana pasal 8A ayat 3 Permendes PDTT
harusnya bapak Syafri di masuk dalam penerima bantuan BLT-DD.

Berikut adalah 5 warga yang tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinya:

Tabel 1.3.
Penerima BLT-DD yang Tidak Semestinya

No | RT/Suku Nama

1 RT/Suku12 Sahri

2 T/Suku 12 Nasbun

3 Deswasyah

Subaidah

Berikut ini adalah cata un 2020 untuk warga
yang masuk tidak kategori peneri i i ntuan BLT-DD:

1. Hermanto; merupakan pengusahaJ¥al umi dari tanaman karet, selain itu
ia juga memiliki usaha pemancingan kolam ikan, dan memiliki tiga kendaraan
sepeda motor.

2. Suherman; memiliki rumah permanen yang layak huni, secara ekonomi masuk
kategori mampu.

3. Joni Setiawan; masih berstatus lajang namun menerima BLT-DD. Bahkan orang
tuanya terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harpan (PKH).

4. Hartati; sekalipun ia dan suaminya sudah tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi
keduanya masih sehat dan memiliki rumah permanen yang cukup besar. Sealin itu
anak-anak mereka sudah memiliki pekerjaan dan memiliki mobil mewah.

5. Siti Komah; memiliki suami yang masih sehat dan mampu menafkahi dirinya,
namun tetap menerima manfaat BLT-DD.

Dampak yang paling dirasakan oleh warga yang masuk kategori penerima manfaat
namun tidak mendapatkan bantuan BLT-DD ialah rasa kecemburuan sosial. Ini tentunya
akan rawan menimbulkan konflik sosial diantara warga. Maka berdasarkan pemaparan
permasalahan diatas mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa,
penulis tertatik untuk mengadakan penelitian berjudul Implementasi Permendes PDTT No.

’ Tono, “Implementasi BLT-DD”, Wawancara, 16 Juli 2021.
6
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7 Tahun 2020 (Studi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat)”.
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada masalah yang akan penulis kaji atau
teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai
dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini penulis fokuskan untuk meneliti:
1. Implementasi Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh Paragan
2. Dampak implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 terhadap kehidupan sosial
warga di Tiyuh Panaragan
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh Panaragan?
2. Bagaimana penyaluran program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan taraf
hidup masyarakat?
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran program langsung tunai di Desa Tiyuh
Panaragan
2. Untuk mengetahui penyaluran BLT-DD.dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di
Tiyuh Panaragan
F. Manfaat Penelitian
Dalam sebuah penelitian, umumnyagakan®memberikangmanfaat bagi peneliti maupun

1. Mengemba i an Pemikiran
iti iajakan pelaksanaan pen tas penggunaan
dana desa Tahun . _
2. Untuk lebih mengembaumn*qola pikir dinamis sekaligus
mengetahui kemampuan penulis™®alam Yan menerapkan ilmu yang diperoleh
bangku perkuliahan.
b. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa
Tiyuh Panaragan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai
distribusi Bantuan BLT-Dana Desa yang seharusnya.
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan
pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema
dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka penulis
menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara
lain:

Skripsi Waniarsih, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), dengan judul
Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus
Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015). Kesimpulan
penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana
desa adalah dalam pembangunan di Desa Kerang dapat dilihat dari adanya upaya
pengawasan dalam tahap perencanaan alokasi anggaran dana desa yaitu dengan melakukan

7
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musyawarah berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat desa. Alokasi penggunaan
dana Desa Kerang Kecamatan Batu Brak lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur
desa yaitu pembangunan tugu perbatasan desa, pembangunan jalan menuju kebun warga,
pembangunan drainase dan pembangunan rabat beton dan lain sebagainya.®

Skripsi Andi Siti Sri Hutami, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), dengan judul
Analisis Pengeolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan
Gilireng, Kabupaten Wajo. Kesimpulan pada penelitian ini ialah proses pengelolaan ADD
meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertangungjawaban. Pengelolaan ADD
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah
mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan
pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Faktor yang mempengaruhi
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor
pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal menghibahkan tanahnya kepada
Pemerintah Desa.’

Skripsi Rahmania, (Universitas Islam Negeri. Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020),
dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan
Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam implementasi PKH di Desa Teluk
Rendah Ilir belum dapat dikatakan maksimal*karena'masih panyak warga miskin yang belum
mendapatkan bantuan dari ram Keluarga Harapan.<Dari’ dat rima manfaat PKH
tersebut tedapat pehek
miskin.*

ang sebenarn]Ea tidak termasuk da
Skripsi Aldi Saji iversitas Mu amn!auy& dengan  judul

Implementasi Program Ban ial Tupai (BST) Da anggulangan Masalah
Ekonomi Akibat Pandemi Covig% n 2020. Kesimpulan pada
penelitian ini ialah ditemukan fakta bahw; p I BST sudah berjalan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, namun masyarakat belum cukup puas karena proses administrasi
yang telalu menyita banyak waktu.**

Jurnal Teguh Aris Munandar dan Dadan Darmawan, (Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020), dengan jurnal berjudul Implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk
Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang. Kesimpulan pada penelitian ini
ialah berkurangnya jumlah penduduk miskin belum tercapai secara optimal, hal ini
disebabkan oleh kerusakan ekosistem laut yang semakin parah, abrasi pantai, kelangkaan

8 Waniarsih, “Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),

® Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengeolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan

Gilireng, Kabupaten Wajo” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), 128.

10 Rahmania, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir

Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020),

1 Aldi Sajian, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi

Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 88
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ikan tangkap nelayan, serta hancurnya karang laut. Hal tersebut menyebabkan nelayan
banyak yang tidak melaut dan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan nelayan. *2

Jurnal Siti Aminah Azzahra, dengan judul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku) Di Kota Sukabumi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa komunikasi antar
organisasi yaitu dalam hal sosialisasi mengenai program Kotaku yang belum dilaksanakan
secara merata kepada masyarakat Kecamatan Citamiang, sehingga menimbulkan beberapa
miskomunikasi Karakteristik Badan-badan pelaksana yaitu adanya organisasi formal dan
organisasi informal terkait instansi dinas, fasilisator kecamatan dan BKM kelurahan dan
selanjutnya terkait organisasi informal dalam pelaksanaan pembangunan program Kotaku
yaitu organisasi informal yang berasal dari masyarakat setempat,akan tetapi tidak semua
kelurahan memiliki organisasi informal. Kecenderungan pelaksana yaitu kurangnya
pemahaman dari masyarakat yang dilibatkan dalam program Kotaku yaitu anggota BKM
yang masih belum memahami tata cara penyusulan proposal dan RAB.*

Jurnal Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, Annisa Nur Salam, dengan judul
Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat
Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. Dalam penelitian ini
didapat kesimpulan bahwa upaya sosialisasi-dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
tujuan BLT Dana Desa perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai
BLT Dana Desa sehingga bantuan sosial tersebut dapat dipergunakan hanya untuk memenuhi
kebutuhan pokok atau kebutuhan laifinya sebagaimafia tujuansyang telah ditetapkan.™

Jurnal Ardyyansyah M ij
(ADD) Dalam Pem
Pinrang. Hasil pen
dalam pemberdayaan
dimenasi interprestasi, dan

asyarakat Miskin Di Kecamatan

njukan b# I'nﬁntasi kebi si dana desa
iskindengan Tiga” dimensi*yai ensi organisasi,
Jurnal Dwi Prihatini, denganj

- 15
mAlokasi Dana Desa Dalam
Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. penel®an ini ialah implementasi kebijakan

Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan lancar, hal ini terlihat dari tahap persiapan Daftar
Usulan Rencana Kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap
pertanggungjawaban.®

Berdasarkan telaah pada penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi maupun jurnal,
maka penulis menemukan perbedaan yaitu pada peraturan yang digunakan. Contohnya
adalah karya ilmiah berupa skripsi milik Auliyana Sari yang berjudul Implementasi
Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada
Pelaksanaan BLT Dana Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro
Jambi. Menghasilkan fakta bahwa implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai

2 Teguh Aris Munandar dan Dadan Darmawan, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada
Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang,” E-plus,vol 5, no. 2, (2020):
126-133, http://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v5i2.9252

13 Siti Aminah Azzahra, “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi”, Decision, vol 2, no. 2,
(2020): 26-33, http://dx.doi.org/10.23969/decision.v2i2.3155

14 Dian Herdiana, dkk, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak
Covid-19 di  Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan”, inspirasi,vol 12, no. 1, (2021): 2-16,
https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.175

15 Ardyansyah Makmur, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di
Kecamatan ~ Mattiro Bulu  Kabupaten Pinrang”, Jurnal lla  Galigo, wvol. 3, No. 2, (2020): 43.
http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.479

' Dwi Prihatini, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi”, Jurnal
Siemb, vol. 4, No. 2, (2020): 98. https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp46-59
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di Desa Talang Duku memang sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat
yang menerima bantuan langsung tunai ini, seperti wawancara penulis dengan aparat Desa
Talang Duku mengatakan “di Desa Talang Duku sudah melaksanakan Program Bantuan
Langsung Tunai, ini ditandai dengan adanya masyarakat mendapatkan Program Bantuan
Langsung Tunai tersebut, dengan total 142 KPM. Sedangkan Permendes PDTT No 7 Tahun
2020 merupakan peraturan terbaru dalam implementasi BLT-DD. Perbedaan lainnya
berkaitan dengan objek penelitian, walaupun apa yang menjadi masalah kurang lebih sama,
yaitu tentang implementasi kebijakan, namun lokasi penelitian pada skripsi ini ialah di Desa
Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, belum ditemukan adanya penelitian yang
membahas tentang implementasi Permendes PDTT No 7 Tahun 2020 di Desa Tiyuh
Panaragan. Sehingga dapat disumpulkan unsur kebaruan pada penelitian ini yaitu tentang
peraturan yang dijadikan sebagai landasan implementasi kebijakan dan juga lokasi objek
penelitian
Metodologi Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut empat kata kunci yang harus
diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan
penelitian itu didasarkan pada cisi-ciri Keilmuan, yaitu rasiomal, empiris, dan sistematis.
Rasional berarti kegiatasn, penelitiangitu dilakukan™dengan’ cara-cara yang masuk akal,
sehingga terjangkau oleh ran manusia. Empiris berarti| car yang dilakukan itu

dapat diamati oleh nusia, sehingga orang lain dapat men mengetahui
angkan s#a
-langka n u yang b

cara-cara yang dig nakan dalam
penulis memperoleh  data i I|t|an
implementasi kebijakan dengan n
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang®awan

penelitian itu menggu Dalam hal ini
aka tentang konsep
jyuh Panaragan Kecamatan
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifiksikan berdasarkan tujuan, dan
tingkat kealamiahan (natural setting). Penelitian lapangan (field reseach), yaitu
penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang
keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga
atau masyarakat.'®
Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (field research)
yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas
tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup penelitian.
b. Sifat Penelitian
Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis
secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode Dalam meneliti status
sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatau
kelas pristiwa pada masa sekarang.*®

YSugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
8 M. Igbal Hasan, Metode Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghania Indonesia, 2002), 38.
19 Zuriah, Nurul, Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.
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2. Sumber Data

Dalam penelitian kuantitatif, lebih menitikberatkan pada data dan angka. Sedangkan
penelitian kualitatif menitikberatkan kualitas atau sumber informasi yang masih dan jelas.
Oleh sebab itu, dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif maka peneliti harus benar-
benar teliti dan hati-hati agar sumber informasi yang disajikan dapat
dipertanggungjawabkan. Sumber data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang
penulis teliti.”> Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari penelitian bersumber
dari Pemerintah Desa Tiyuh Panaragan dan juga masyarakat. Adapun sumber data
primer sebagai berikut:

1) Bapak Fajar Ahmad Efenedi selaku Kepala Tiyuh Desa Tiyuh Panaragan

2) Bapak Endi Purwanto selaku Sekretaris Desa Tiyuh Panaragan

3) Bapak Basyah Putra selaku pengelola distribsi BLT-DD Desa Tiyuh Panaragan

4) Bapak Sulaiman Hadi, S.Kom selaku Kasi Kesejahteraan

5) Masyarakat Umum di Desa Tiyuh Panaragan
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang.lebuh dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh
seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang

di kumpulkan ini sesungguhnyasadalahidatatyang asliData sekunder di peroleh dari
buku-buku yang nyairelevansi dengan -permasal ang di kaji dalam
permasalaha i e

Data sekund ber pada# ' A
1) Analisis K ormulasi ke Tmplementasi

2) Implementasi

i Dana Desa D
Terintegrasi \ /
3. Metode Pengumpulan Data ~ "

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan
penelitian.?? Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data
untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi
Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan dan pencatatan serta sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada
pada objek penelitian.”® Sesuai dengan judul, maka penulis akan melakukan observasi
di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang
Barat.
b. Interview
Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada
narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematik dan berlandaskan pada
masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.”* Pada praktiknya penulis menyiapkan
berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan

Ijak
ncegahan Stunting

20 H
Ibid,105.
2L 7uriah, Nurul, Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 48
2. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gafindo,2002), 155.
Bpid, 234.
ZASugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 243
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secara langsung kepada para  Narasumber. Teknik pengumpulan data ini
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau Self-report atau setidak-
tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variable berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.”> Dokumentasi pada
penelitian ini menggunakan perangkat eleketronik untuk melakukan perekaman guna
mendapatkan data-data yang tepat.
4. Analisis dan Penyajian Data
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data
awal dilakukan serta dilakukan secara mendalam. Adapun teknik yang akan digunakan
untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah teknik analisis data kualitatif model
menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.?
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi
data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik
dan diverifikasi. Dengan gareduksi, data; data _kualitatif, dapat disederhanakan dan
ditransformasikan dalam anekasmacamicaraimelaluisseleksi ketat.?” Untuk itu peneliti
melakukan reduksi mentasi Permendes
atan, Tulang

an informasi tersusun
dan pengambilan tindakan.

Penyajian yang
yang memberi kemungkin
Dalam penelitian kualitatif, pen
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.”®

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi.
Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang
kredibel.?® Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data
interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Bsyharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 188.
% Miles, dkk, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, (Jakarta: UIP, 1994), 20.
%" Hardani dkk, Op. Cit, 164.

% |bid, 167

2 |bid, 170.
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Pengumpulan Data Penyajian Data
Reduksi Data Verifikasi/Penarikan
< —> Kesimpulan
|
Kerangka Teori

Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko, manajemen merupakan seni
dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para
manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain utk
melaksanakan berbagai tugas yg mungkin diperlukan.*

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Istilan Manajemen
(management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektlf yang berbeda, misalnya
pengelolaan, pemblnaan rusan, ketata lakSanaan,<kepemini , pemimpin, ketata
pengurusan, admin sebagalnya Untuk lebih jelasnya a definisi atau
pengertian dari Ma nya Siswanto
membatasi Managem and facilitating
the work of people organize rmal, i t al” yang artinya suatu
proses pengarahan dan pemberiag& ang diorganisasikan dalam
kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Menurut Vasta dan Indiati, konflik akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu
tapi orang lain menyangkal, menolak seerta merasa keberatan atas hal yang dilakukan oleh
seseorang tersebut. Konflik disebut juga dengan kesalah pahaman pada situasi sosial tentang
pokok pemikiran tertentu.*

Sedangkan distribusi menurut KBBI ialah penyalur (pembagian, pengiriman) kepada
beberapa orang atau beberapa tempat. Pemilihan proses distribusi merupakan masalah yang
sangat penting karena kesalahan dalam pemilihan proses distrribusi dapat memperlambat
proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai. Dikemukan
olen Fandi Tjiptono, distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha
memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen
atau pemakai.®

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

3% T Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), 5.

% siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 1.

*\inardi, Manajemen Konflik:Konflik Perubahan dan Pengembangan (Bandung: Mandar Maju, 1994), 1.
33 Bambang Rustanto, Masyarakat Multikultur Di Indonesia, (Bandung: Rosda Karya, 2015), 73.
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Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ialah peraturan tentang penggunaan dana Desa
untuk kepentingan penanggulangan bencana non alam yang terjadi di Indonesia. Dalam
peraturan tersebut mengatuh hal teknis tentang kriteria penerima manfaat BLT-DD, namun
dalam implementasi penyaluran BLT-DD di Tiyuh Panaragan masih terdapat masalah yang
sepenuhnya belum sesuai dengan ketentuan yang ada, mulai dari ketidaksesuaian penerima
manfaat sampai hal lainnya yang merugikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka
dapat disimpulkan kerangka teori sebagai berikut:

Lanlts
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Permendes PDTT No 7 Tahun 2020 merupakan peraturan yang memuat
hal teknis yang sebelumnya tidak terdapat dalam Permendes PDTT No 6
Tahun 2020. Dengan adanya peraturan yang mengatur petunjuk teknis
secara detail diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam Implementasi
Penyaluran Bantuan BLT-DD khususnya di Desa Tiyuh Panaragan

i

Pemasalahan:

Terdapat warga yang mengalami dampak pandemi
Covid-19 serta masuk kategori miskin namun tidak
mendapatkan BLT yang berasal dari Prioritas
Penggunaan Dana Desa.

Ditemukan warga yang tidak masuk kategori
menerima BLT namun tetap diberikan BLT oleh
pihak pemerintah Desa.

Bantuan BLT-DD yang tidak merata mengakibatkan
kecemburuan sosial yang memungkinkan terjadinya
konflik sosial ditengah masyarakat Tiyuh Panaragan

Standar Berdasarkan Permendes PPDT No
7 Tahun 2020

Keluarga Miskin yang menerima BLT
Dana Desa merupakan keluarga yang
kehilangan  mata  pencaharian  atau
pekerjaan, belum terdata menerima
program keluarga harapan, bantuan pangan
non tunai dan kartu pra kerja, serta yang
mempunyai anggota keluarga yang rentan
sakit menahun/kronis.

L8 7Y

|

A

Teori Kebujakan Publik menurut Amri Marxali (2012)

kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan,
pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanan keputusan,
dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan
tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran
kebijakan (kelompok target)

Paragan

1. Untuk Mengetahui
BLT DD di Desa Tiyuh Panaragan

2. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi
Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh

Dinamika Penyaluran
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Korelasi bagan yang penulis jelaskan adalah pertama Permendes PDTT No 7 Tahun 2020
merupakan peraturan yang memuat hal teknis yang sebelumnya tidak terdapat dalam Permendes
PDTT No 6 Tahun 2020. Dengan adanya peraturan yang mengatur petunjuk teknis secara detail
diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam Implementasi Penyaluran Bantuan BLT-DD khususnya di
Desa Tiyuh Panaragan, permendes tersebut merupakan pokok penelitian yang akan penulis teliti
dengan permasalahan yang terjadi ialah terdapat warga yang mengalami dampak pandemi Covid-19
serta masuk kategori miskin namun tidak mendapatkan BLT yang berasal dari Prioritas Penggunaan
Dana Desa., ditemukan warga yang tidak masuk kategori menerima BLT namun tetap diberikan BLT
oleh pihak pemerintah Desa serta bantuan BLT-DD yang tidak merata mengakibatkan kecemburuan
sosial yang memungkinkan terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat Tiyuh Panaragan, pada
penelitian tersebut peneliti akan menggunakan teori kebijakan atau policy untuk menganalisa temuan
data penelitian sehingga hasil yang akan dipecahkan yang penulis paparkan pada rumusan maslaah
adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh
Paragan, untuk mengetahui dampak implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 terhadap
kehiduap sosial warga di Tiyuh Panaragan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Lapangan dan melakukan analisis data berdasarkan teori

yang relevan, penulis mendapatkan kesimpulan terhadap Implementasi Permendes PDTT No.
7 Tahun 2020 (Studi di Tiyuh Panaragan Kecamatan, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten
Tulang Bawang Barat), kesimpulan tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

1.

Implementasi PDTT No 7 Tahun 2020 di Desa Tiyuh Panaragan telah menghadirkan
mashlahat bagi warga. Hal ini dikarenakan langkah yang diambil oleh pemerintah Desa
dalam menciptakan keadilan bagi warga. Tebukti dengan adanya aturan main bagi yang
warga yang tidak menerima manfaat BLT DD namun masuk kategori penerima manfaat
akan diberikan bantuan dalam bentuk lain, yaitu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sehingga dalam implementasi PDTT No 7 Tahun 2020
di Desa Tiyuh Panaragan tidaka ada unsur mudharat, melainkan telah mencapai mashalat
bagi seluruh warga.

. BLT-DD yang diterima oleh masyarakat telah membantu menunjang perekonomian

masyarakat. Pemberian bantuan dengan:menggunakan dana desa dan juga bantuan dari
pemerintah Kabupaten merupa

polagdistirbusi upaya meningkatkan taraf hidup
masyarakat. Rangkaian bantua disa alah lam menciptakan keadilan
sosial dan menjadi sal enunjang perekonomian a yang terdampak
pandemi covid-19 iyu naraﬁl A
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B. Saran
Beberapa saran telah dihasilkan dari penelitian ini, penulis berharap saran ini bisa
menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses penyaluran bantuan terhadap warga Desa

Tiyuh Panaragan khususnya.

a. Sosialisasi yang masif akan menghasilkan pemahaman yang baik bagi warga. Sehingga
akan meminimalisir kecemburuan sosial ataupun turunnya kepercayaan warga terhadap
aparatur Desa akibat proses penyaluran bantuan BLT DD.

b. Upaya perbaikan sarana dan prasarana umum guna memudahkan akses mobilitas warga
akan memudahkan cepatnya proses penyaluran informasi yang berpengaruh pada proses
penyaluran BLT DD.
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